ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam pasal 28D
ayat (1) dikenal suatu asas yang berbunyi equality before the law yang berarti
bahwa semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum, hal ini menjadi
perdebatan di dalam masyarakat, karena masyarakat merasa pemberian remisi
bagi narapidana korupsi dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat,
karena masyarakat memandang pemberian remisi lebih banyak diberikan kepada
narapidana kasus korupsi dibanding dengan narapidana lain. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui perbedaan pemberian remisi bagi narapidana kasus
korupsi dan narapidana kasus lainnya dihubungkan dengan hak warga binaan
pemasyarakatan, dan untuk mengetahui pemberian remisi kepada narapidana
kasus korupsi dikaitkan dengan teori keadilan. Dalam penelitian ini metode yang
digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang secara deduktif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.
Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa apa yang dirasakan
selama ini oleh masyarakat adalah tidak benar, karena mendapatkan remisi sudah
merupakan hak bagi setiap warga binaan pemasyarakatan yang sudah memenuhi
persyaratannya, pemberian remisi sudah diatur di dalam peraturan perundang-
undangan bagi narapidana kasus korupsi dan kasus lainnya. Jika dihubungkan
dengan teori keadilan, pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi sudah
memenuhi keadilan, hal tersebut didukung dengan adanya Putusan Mahkamah
Agung Nomor 51 P/HUM/2013.
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